
 

BUPATI BULELENG 

PROVINSI BALI 

          PERATURAN BUPATI BULELENG 

           NOMOR  5  TAHUN 2016 

TENTANG 

 

   KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL  

DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA  

DI KABUPATEN BULELENG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BULELENG, 

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur  

Kewenangan  Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan 

Lokal Berskala Desa di Kabupaten Buleleng dengan Peraturan 

Bupati; 

 

Mengingat : 1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah 

Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 

122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1655) ; 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 



  4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

Undang-Undang  Nomor  33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234; 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            

Nomor 5495); 

  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang  Perubahan 

Kedua   atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan  Lembaran  Negara   

Republik   Indonesia Nomor 5679); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2004 Nomer 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578; 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, 

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomer 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            

Nomor 4737; 

 

 



  11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5717); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana 

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5694);  

  13. 

 

 

14. 

 

 

15. 

 

 

 

 

16. 

 

 

 

 

17. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan 

Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 158); 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata 

Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

159); 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, 

Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha 

Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 296);  



  18. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3); 

  19. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2013 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  

(RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 4); 

  20. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan 

Terintegrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 

2014 Nomor 2); 

  21. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2015 

tentang Pemilihan Perbekel  (Lembaran Daerah Kabupaten 

Buleleng Tahun 2015 Nomor 3); 

  22. Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

Pengembalian Peristilahan Sebutan Kepala Desa, Dusun dan 

Kepala Dusun. 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN DESA 

BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL 

BERSKALA DESA DI KABUPATEN BULELENG. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng. 

2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 

kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil 

Presiden Republik Indonesa dan menteri sebagaimana dimaksud  dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh 

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah  menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 



dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom.  

5. Bupati adalah Bupati Buleleng. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur 

pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari 

Dinas, Badan dan Kantor. 

7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai satuan kerja perangkat daerah 

Kabupaten Buleleng dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Buleleng.  

8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara KesatuanRepublik Indonesia. 

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  

10. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Desa.  

11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah 

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 

ditetapkan secara demokratis.  

12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh 

masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa 

dalam memberdayakan masyarakat desa. 

13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, 

Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan 

Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.  

14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh 

Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan 

Desa.  

15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk 



membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan 

yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah 

rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

18. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan 

untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa; 

19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat 

RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 

6 (enam) tahun. 

20. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah 

penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai 

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan 

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

22. Aset Desa barang milik Desa yang berasal dari kekayan asli Desa, dibeli atau 

diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan 

hak lainnya yang sah; 

23. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi 

kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 

Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat 

istiadat Desa.  

24. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan 

yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai 

dengan perkembangan kehidupan masyarakat.   

25. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau 

mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena 

perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa. 

 

BAB II 

KEWENANGAN DESA 

Pasal 3 

Kewenangan Desa meliputi:  

a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;  

b. kewenangan lokal berskala Desa;  



c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, 

atau Pemerintah Daerah Kabupaten; dan 

d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 4 

Ruang lingkup jenis kewenangan desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini 

adalah kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal 

berskala desa. 

 

BAB III 

KEWENANGAN BERASARKAN HAK ASAL USUL 

Pasal 5 

Kewenangan berdasarkan hak asal-usul meliputi :  

a. sistem organisasi masyarakat/lembaga Desa; 

b. pembinaan kelembagaan masyarakat Desa;   

c. pembinaan lembaga dan hukum Desa;   

d. pembinaan seni budaya berlandaskan Adat dan Budaya; 

e. pengembangan peran masyarakat Desa; 

 

Pasal 6 

Daftar kewenangan berdasar hak asal usul Desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak tepisahkan 

dengan Peraturan Bupati ini. 

 

BAB IV 

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA 

Pasal 7 

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi : 

a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan 

masyarakat;   

b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam 

wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;  

c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari 

masyarakat Desa;  

d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;   

e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah 

kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa;  



f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang- 

undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, 

dan pemerintah kabupaten. 

 

Pasal 8 

Daftar kewenangan lokakl berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak tepisahkan dengan 

Peraturan Bupati ini. 

 

BAB IV 

TAHAPAN DAN TATACARA  PENETAPAN KEWENANGAN DESA 

Pasal 9 

Kewenangan desa berdasar hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa 

ditetapkan di desa dengan tahapan sebagai berikut  : 

a. Pemilihan kewenangan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam 

Peraturan Bupati; 

b. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Penetapan Kewenangan Desa; 

c. Pembahasan bersama BPD; 

d. Penetapan Peraturan Desa. 

 

Pasal 10 

(1) Pemilihan kewenangan desa dilakukan dalam forum Musyawarah Desa yang 

dihadiri  BPD, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur 

masyarakat. 

(2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari : 

a. tokoh adat;  

b. tokoh agama; 

c. tokoh masyarakat;  

d. tokoh pendidik;  

e. perwakilan kelompok tani;  

f. perwakilan kelompok nelayan;  

g. perwakilan kelompok perajin;  

h. perwakilan kelompok perempuan;  

i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan  

j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.  

(3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah 

Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial 

budaya masyarakat.  



(4) Pemilihan kewenangan desa didasarkan pada Daftar Kewenangan Desa yang 

telah ditetapkan Bupati; 

(5) Perbekel bersama BPD dapat menambahkan jenis kewenangan berdasarkan 

berdasar hak asal usul desa dan kewenangan desa lainnnya sesuai dengan 

prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Hasil musyawarah pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (4) dan penambahan jenis kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara. 

 

Pasal 11 

(1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6), 

Pemerintah Desa Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan 

Desa.  

(2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikonsultasikan kepada masyarakat dan Camat setempat.  

 

Pasal 12 

Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), 

Perbekel menyampaikan Rencangan Peraturan  Desa tentang Kewenangan Desa 

kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.  

 

Pasal 15 

(1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa 

ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat kesepakatan bersama 

BPD. 

(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi 

kebijakan, program, dan kegiatan Desa dalam bidang penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan 

Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati 

dan disosialisasikan ke masyarakat 

 

Pasal 16 

Penetapan Kewenangan Desa dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi 

desa, sarana dan prasarana desa. 

 

 

 



BAB VI 

PEMBINAAN KEWENANGAN DESA 

Pasal 17 

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan kepada Desa untuk mendukung 

desa dalam menyelenggarakan kewenangan desa. 

(2) Pembinaan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh SKPD yang bidang tugasnya berhubungan dengan jenis 

kewenangan desa, yang diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

Peraturan Bupati ini dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Camat 

setempat. 

 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 17 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng. 

 

 

Ditetapkan di Singaraja 

pada tanggal 22 Februari 2016        

 

BUPATI BULELENG, 

 

 

 

PUTU AGUS SURADNYANA 

 
Diundangkan di Singarja 

pada tanggal 22 Februari 2016       
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG, 
 

 
   

 
 
DEWA KETUT PUSPAKA 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2016 NOMOR 5 

 

 

 


